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Abstrak 
Tujuan penelitian ini yakni, salah satunya untuk mengurangi jumlah narapidana yang berada di Lembaga 
Pemasyarakatan yang sudah over capasity. Disamping itu Pembebasan Bersyarat dimaksudkan untuk 
memberikan hak narapidana sebagai wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Permasalahan 
pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIB Pati; (2) Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati. Sampel  
dalam penelitian ini berjumlah 20 narapidana diambil 20% dari 100 narapidana yang berhasil mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif dengan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati dilaksanakan dalam kurun waktu 
tidak lebih dari 4 bulan. Hal ini lebih singkat dengan yang diatur dalam Permen Kehakiman RI Nomor M.01-
PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas yang memberi 
jangka waktu 6 bulan. Jadi hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang 
ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 
M.01- PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. 
Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
. 
Abstract 
The purpose of this study, one of them to reduce the number of inmates who are in prison are already over 
capasity. Besides Parole intended to give prisoners rights as a form of respect for human dignity. 
Problems in this study were: (1) How is the implementation of Corrections Parole in Class IIB Starch, (2) 
the constraints that arise in the implementation of parole. This type of research is descriptive quantitative. 
Research sites in Class IIB Pati Penitentiary. The sample in this study amounted to 20 prisoners captured 
20% of the 100 prisoners who managed to get parole. Data collection techniques used were interviews 
and documentation. The data analysis technique used is the percentage of quantitative analysis. The 
results showed that the implementation of Corrections Parole in Class IIB Starch implemented within a 
period of not more than 4 months. It is more concise with the set in Candy Justice No. M.01-PK.04.10 
1989 on Assimilation, Parole, and leave Toward that gives free period of 6 months. So the results of this 
study concluded that the implementation of the existing parole in prison Pati Class IIB is in conformity 
with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.01-PK.04.10 1989 on Assimilation, 
Parole, and leave Toward Free. 
Keywords: Parole, Prisoners, Prisons 
 
PENDAHULUAN  
Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan 
teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan 
membina narapidana. Tempat untuk melaksanakan 
Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Merupakan 
tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum yang 
dibina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa :  
“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan 
mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan 
Pancasila, dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana lagi sehingga kemudian dapat diterima lagi 
oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif 
dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar 
sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab baik bagi dirinya maupun masyarakat.” 
Selanjutnya pembinaan diharapkan agar para 
narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak 
mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. 
Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan 
sekedar untuk memberikan pidana atau menjaga 
narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar 
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warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri 
serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukan. 
 Salah satu pembinaan yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah dengan memberikan Pembebasan 
Bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah Proses 
pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan 
yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHP. 
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan, mengatur mengenai 
pembebasan bersyarat. Dan di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa: 
“Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setiap saat bagi 
yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif 
maupun administratif.” Pasal 15 ayat (1) KUHP 
mengatakan bahwa “jika terpidana telah menjalani 2/3 
(dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 
sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan 
Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani 
beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap 
sebagai satu pidana.” Pembebasan Bersyarat hanya dapat 
diberikan kepada terpidana penjara dan bukan kepada 
terpidana kurungan. 
Pembebasan Bersyarat menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 
Bersyarat menyatakan bahwa: “proses pembinaan 
Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga 
Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 
2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) 
bulan.” Salah satu tujuan adanya Pembebasan Bersyarat 
adalah untuk mengurangi kepadatan di Lembaga 
Pemasyarakatan. Karena setiap tahunnya penghuni 
Lembaga Pemasyarakatan semakin banyak tanpa adanya 
penambahan bangunan Lembaga Pemasyarakatan. 
Disamping itu penghuni yang masuk lebih banyak dari 
pada yang keluar. 
Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di 
Indonesia apabila ditinjau secara nasional sudah 
mengalami over kapasitas yang sangat parah, hal itu 
dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini: 









2007 86.550 127.238 
2008 88.000 130.075 
2009 90.000 140.000 
Jumlah 264.550 397.313 
  Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Tahun 2012 
Berdasarkan tabel 1 penghuni Lembaga 
Pemasyarakatan secara Nasional dapat dijelaskan bahwa 
pada tahun 2007 penghuni Lembaga Pemasyarakatan 
mengalami kelebihan kapasitas sebesar 47,01%. Pada 
tahun 2008 mengalami kelebihan kapasitas sebesar 
47,81%. Sedangkan tahun 2009 juga mengalami 
kelebihan kapasitas yakni sebesar 55,55%. Dari tabel 
diatas dapat diambil kesimpulan dari tahun ke tahun 
penghuni Lembaga Pemasyarakatan selalu mengalami 
peningkatan dengan rata-rata 50,12%. 
Keadaan over kapasitas ini rata-rata dialami oleh 
semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, salah 
satunya Lembaga Pemasyarakatan di bawah KANWIL 
KEMENKUMHAM di Jawa Tengah. Contohnya 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati, karena kondisi 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati hanya 
berkapasitas 114 narapidana, sedangkan jumlah penghuni 
sekarang 336 narapidana. Sehingga dapat dibayangkan 
kondisi kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Pati, betapa sangat tidak nyamannya kondisi di dalam 
sana, karena keadaan yang sangat over capasity tersebut. 
Perlu dipikirkan bagaimana mencari alternatif yang 
dapat mengurangi penyebab timbulnya dampak negatif 
bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
Salah satu prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan 
disebutkan bahwa negara tidak berhak membuat 
seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada 
sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. 
Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu alternatif 
yang dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan 
dari pelaksanaan pidana penjara. Dengan adanya 
Pembebasan Bersyarat dapat dilakukan pembebasan 
terhadap narapidana yang sudah berkelakuan baik. 
Upaya mengatasi over capasity juga dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati dengan 
memberikan Pembebasan Bersyarat. Hal tersebut sangat 
membantu dikarenakan minimnya tempat untuk 
menampung narapidana. Jika semakin banyak penghuni 
yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat, 
hunian bisa semakin longgar. Pembebasan Bersyarat 
disamping bertujuan untuk mengurangi kepadatan 
Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tujuan untuk 
mengintegrasikan narapidana dan merupakan suatu aspek 
pembinaan ke tengah-tengah masyarakat yang akhirnya 
dapat menyatu kembali dengan masyarakat. Disamping 
itu dengan adanya Pembebasan Bersyarat dimaksud 
untuk memberikan hak narapidana sebagai wujud 
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. 
Pembebasan Bersyarat merupakan hak bagi 
narapidana baik berdasarkan KUHP maupun Undang-
Undang Pemasyarakatan dan secara teknis diatur dalam 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M-01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 
Bersyarat. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa 
“pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan 
narapidana dan anak pidana di luar lembaga 
pemasyarakatan.” Kemudian dalam pasal 2 menyatakan 
bahwa “azas pembebasan bersyarat adalah didasarkan 
pada pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 
pembangunan.” Dalam pasal 3 menyatakan bahwa 
“prinsip-prinsip pemasyarakatan di dalam 
pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum, keadilan dan juga bermanfaat bagi 
pribadi serta keluarga narapidana.” Terakhir dalam pasal 




4 (1) menyatakan bahwa “dalam pelaksanaannya harus 
dilakukan dengan seimbang yakni antara keamanan 
umum dan pembinaan narapidana.” 
Pembebasan Bersyarat tidak terlepas dari pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan yang setiap langkah pembinaan 
narapidana selalu dilandasi antara pembinaan narapidana 
dengan kepentingan umum. Dengan dilandasi prinsip 
pemasyarakatan diatas diharapkan tujuan sistem 
pemasyarakatan melalui pembebasan bersyarat dan 
bentuk-bentuk resosialisasi lainnya tecapai seperti yang 
diharapkan. 
Sepanjang penelusuran peneliti, kajian tentang 
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana belum pernah 
diteliti oleh mahasiswa jurusan PMP-Kn Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Surabaya. Namun demikian 
topik ini telah diteliti oleh beberapa mahasiswa. Oleh 
karena itu dalam hal ini peneliti mencoba 
membandingkan dan mencari posisi peneliti terhadap 
penelitian-penelitian tentang Pelaksanaan Pembebasan 
Bersyarat. 
Kajian tentang Pembebasan Bersyarat pernah di teliti 
oleh Mukhamad Indra Rohmawan, mahasiswa jurusan S1 
Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2011, 
dengan judul penelitian: “Proses Pembinaan Narapidana 
Melalui Pembebasan Bersyarat di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.” Mukhamad meneliti 
tentang pembinaannya. 
Dalam perspektif yang berbeda mengenai 
Pembebasan Bersyarat yang pernah di tulis oleh Wahyu 
Rishandi Tahun 2012, dengan judul penelitian: “Tujuan 
Tentang Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti 
Bersyarat Terhadap Narapidana Di Cabang Rumah 
Tahanan Sibuhuan.” Wahyu menitik beratkan pada Cuti 
Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat yang pidananya 
kurang dari 5 tahun. Hal ini disebabkan bahwa Rumah 
Tahanan hanya dititipi narapidana yang pidananya 
kurang dari 5 tahun. 
Sedangkan Liberti Sitinjak, Mahasiswi Pasca Sarjana 
Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2009 mengkaji 
tentang Pembebasan Bersyarat dengan judul dalam 
penelitiannya yaitu: “Analisis Pengaruh Kebijakan 
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas 
Terhadap Over Kapasitas Penghuni Pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Medan.” Liberti menitik beratkan 
pada pengaruh Pembebasan Bersyarat. Fokus penelitian 
Liberti yaitu dengan adanya pembebasan bersyarat dan 
cuti menjelang bebas maka dapat berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengurangan over kapasitas yang ada 
di Lembaga Pemasyarakatan. 
Beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian 
terdahulu yang relevan, ada persamaan kajian masalah 
yang dikaji yaitu tentang Pembebasan Bersyarat namun 
fokusnya berbeda. Penelitian ini lebih memfokuskan 
pada pelaksanaan atau proses pemberian Pembebasan 
Bersyarat bagi narapidana pada umumnya yang berada di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati. Oleh karena itu 
penelitian ini sendiri mengambil judul: “Pelaksanaan 
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati.” 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 
atas,  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah:  (1) Bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan 
Bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIB Pati?, (2) Kendala-kendala apa yang timbul 
dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati? 
 
Narapidana 
Narapidana menurut kamus umum Bahasa Indonesia 
(1976: 672) ialah orang hukuman. Kemudian menurut 
Mubarok (1978:17) Narapidana adalah orang yang pada 
suatu waktu tertentu sedang menjalani pidana, karena 
dicabut kemerdekaan bergeraknya berdasarkan keputusan 
hakim. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan (dalam Dwidja Priyatno, 2009:163) 
Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana 
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seorang 
terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan 
kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah 
mendapat keputusan pengadilan (hakim). 
Tujuan dari hukuman ini ialah untuk menjerakannya 
dan melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang 
dilakukannya. Pelaksanaan hukuman itu berbentuk 
melakukan penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari 
masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah 
Tahanan Negara. 
Hukuman yang dijalani oleh setiap narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara 
biasanya berbeda-beda antara lain: hukuman jangka 
pendek, jangka panjang, hukuman seumur hidup dan 
hukuman mati. Panjang pendeknya hukuman di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Jangka pendek, yaitu narapidana yang dijatuhi 
hukuman antara satu hari sampai tiga bulan 
b. Jangka sedang, yaitu narapidana yang dijatuhi 
hukuman antara tiga bulan sampai satu tahun 
c. Jangka panjang, yaitu narapidana yang dijatuhi 
hukuman di atas satu tahun. (Mubarok, 1978:13) 
 
Hak-hak Narapidana 
 Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk 
mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik juga 
bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap 
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, 
serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Menyadari hal 
tersebut sudah sejak lama sistem pemasyarakatan 
Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan 
narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien 
pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, 
kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Tidak seorang pun 
yang berada di bawah bentuk penahanan atau 
pemenjaraan dapat dianiaya, diperlakukan tidak 
manusiawi atau hukuman yang menghinakan. 
 Seorang yang ditahan atau di penjara narapidana 
berhak dikunjungi, melakukan surat-menyurat, terutama 
dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan 
yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. 
Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak 
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narapidana diatur dalam Undang-undang Republik 
Indonesia dalam pasal 14 ayat 1 Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan yang isinya narapidana berhak : 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak 
e. menyampaikan keluhan 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran 
media massa lainnya yang tidak dilarang 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau 
orang tertentu lainnya 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga 
k. mendapatkan cuti menjelang bebas 
l. mendapatkan pembebasan bersyarat; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pembinaan 
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Intelektual, sikap dan perilaku profesional serta 
kesehatan dan rohani narapidana. Pembinaan yang 
dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas 
dari instansi pelaksanaannya. Pembinaan yang dilakukan 
hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada 
tahanan karena disamping kasusnya belum tuntas dan 
belum  memperoleh keputusan dari pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ia juga 
masih dalam tahap proses penyidikan, penuntutan 
maupun persidangan di pengadilan. Kepadanya masih 
dikenakan azas praduga tak bersalah. 
Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana 
dalam sistem pemasyarakatan bekerjasama dengan 
instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti 
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Kementerian Pendidikan dan instansi lainnya. Jadi 
sebenarnya yang berhak melaksanakan pembinaan 
terhadap narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan 
dan Balai Pemasyarakatan dengan metode pembinaan 
yang dilaksanakan berupa pembinaan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. 
Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sedangkan 
pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan 
dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. 
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 
melaksanakan pembinaan yaitu menyusun program-
program pembinaan diantaranya adalah : 
a. Tujuan kegiatan 
b. Target kegiatan 
c. Pelaksanaan kegiatan (petugas) 
d. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan) 
e. Jenis kegiatan 
f. Sarana dan biaya 
g. Jangka waktu kegiatan 
h. Monitoring dan evaluasi. 
(http://www.library.upnvj.ac.id) 
Pembinaan bertujuan untuk memperbaiki diri dan 
tingkah laku narapidana agar ia dapat kembali hidup di 
tengah-tengah masyarakat sebagaimana mestinya dan 
tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan juga agar 
masyarakat dapat hidup dengan aman, tertib dan damai. 
Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan 
“bahwa pembinaan dapat dilakukan secara intramural (di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan ekstemural (di luar 
Lembaga Pemasyarakatan).” Pembinaan secara 
ekstemural yang dilakukan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan disebut Asimilasi, yaitu proses 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan 
mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan 
ekstemural atau di luar Lapas juga dilaksanakan oleh 
Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di 
tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan 
pengawasan Bapas salah satunya adalah Pembebasan 
Bersyarat. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana 
dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan yaitu : 
a. a. Pembinaan Tahap Awal 
Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga 
Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk 
mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, 
termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran 
dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat 
diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau 
atasannya, teman sekerja, si korban dari 
perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang 
telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini 
disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa 
pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan 
untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program 
pembinaan kepribadian dan kemandirian yang 
waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan 
berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 
(sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada 
tahap ini masih dilakukan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum 
(maximum security). 
b. Pembinaan Tahap Lanjutan Pertama 
Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang 
bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 
(sepertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan 
menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan 
(TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain 
menunjukan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan 
patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di 
Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana yang 
bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan 
di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan 
melalui pengawasan medium security. 
c. Pembinaan Tahap Lanjutan Kedua 




Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah 
dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan 
menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah 
dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik 
ataupun mental dan juga segi keterampilannya, 
maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan 
asimilasi dengan masyarakat (berada di luar tembok 
Lembaga Pemasyarakatan) antara lain: beribadah, 
bekerja, bersekolah atau mengikuti kegiatan-
kegiatan sosial dimasyarakat dan pada sore harinya 
mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan. Pada 
tahap ini pengawasan kepada narapidana sudah 
relatif berkurang atau disebut dengan minimum 
security. 
d. Pembinaan Tahap Akhir 
Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari 
masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini 
disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan 
berupa perencanaan dan pelaksanaan program 
intergrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap 
lanjutan sampai dengan berakhirnya masa 
pidana dari narapidana yang bersangkutan. 
Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana 
yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang 
Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan 
pembinaannya dilakukan di luar Lembaga 
Pemsyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan 
disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. 
Pembimbingan adalah pemberian tuntunan 
untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 
sikap dan perilaku profesional kesehatan jasmani 
dan rohani klien pemasyarakatan. 
 
Tujuan Pembinaan 
Perkembangan pembinaan bagi narapidana sangat 
berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan 
narapidana berawal dari kenyataan bahwa tujuan 
pemidanaan tidak sesuai dengan perkembangan nilai dan 
hakekat hidup yang ada dimasyarakat. Tujuan perlakuan 
terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 
1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi 
kepenjaraan di Lembaga, bahwa tujuan pemidanaan 
adalah pemasyarakatan. Mereka yang menjadi narapidana 
tidak lagi dibuat jera akan tetapi dibina dan kemudian 
dikembalikan lagi dalam lingkungan  masyarakat. 
Ada tiga hal dalam tujuan pembinaan yaitu : 
a. Tidak lagi melakukan tindak pidana setelah keluar 
dari Lembaga Pemasyarakatan 
b. Menjadikan manusia yang berguna, berperan aktif 
dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara 
c. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di 
akhirat.(www.library.upnvj.ac.id) 
Tujuan dari pembinaan adalah kesadaran 
(consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri 
seseorang, maka seseorang tersebut harus dapat 
mengenal dirinya sendiri. Kesadaran adalah sebagai 
tujuan pembinaan narapidana, berikut berbagai tahapan 
yang dilakukan untuk mencapainya : 
a. Mengenal dirinya sendiri 
b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar 
sebagai makhluk Tuhan 
c. Mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang 
positif, ke arah perubahan yang semakin baik 
d. Mengenal potensi diri 
e. Mampu memotivasi orang lain 
f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik 
untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, agama, 
bangsa dan Negara 
g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat 
h. Mampu berfikir dan bertindak 
i. Menjadi pribadi yang tangguh 
j. Memiliki tanggung jawab. 
Komponen yang terpenting dalam pembinaan 
narapidana: 
a. Diri sendiri, yaitu narapidana 
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti 
c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada 
disekeliling narapidana pada saat masih di luar 
Lembaga Pemasyarakatan yakni masyarakat biasa 
atau pejabat setempat 
d. Petugas, adalah petugas kepolisian, petugas sosial 
dan sebagainya. 
Keempat komponen pembina narapidana harus 
mengetahui akan tujuan pembinaan narapidana, 
perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang 
dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. 
Dalam membina narapidana, keempat komponen harus 
saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal 
balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan 
sesuai yang diharapkan. 
 
Pembebasan Bersyarat 
Seorang narapidana yang telah menunjukan 
perubahan sikap yang positif yang mana narapidana 
tersebut telah juga menjalani pidana selama 2/3 dari masa 
pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan sudah 
sepatutnya di keluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan, 
karena ditakutkan akan terpengaruh lagi oleh narapidana 
yang masih berkelakuan buruk. Hal ini dapat dilakukan 
dengan pemberian pelepasan bersyarat atau pembebasan 
bersyarat. Adapun yang di maksud dengan pembebasan 
atau pelepasan bersyarat adalah proses pembinaan 
narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang 
dilaksanakan setelah menjalani 2/3 dari masa pidananya 
berdasarkan pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana serta pasal 14, 22 dan 29 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Mengenai istilah Pembebasan Bersyarat sudah 
dikenal sejak berlakunya KUHP. Perkembangannya 
istilah tersebut dikenal dengan sebutan pelepasan 
bersyarat. Kemudian secara resmi Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN) telah 
menterjemahkan istilah tersebut dari bahasa aslinya 
menjadi pelepasan bersyarat. Pengertian Pembebasan 
Bersyarat terdapat dalam beberapa ketentuan. Berikut 
adalah Undang-Undang yang mengatur tentang 
Pembebasan Bersyarat. Pertama, dalam pasal 43 Undang-
Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
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‘‘Pembebasan Bersyarat adalah Proses pembinaan 
Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya 
minimal 9 (sembilan) bulan.’’ 
Kedua, dalam pasal 15 ayat 1 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang berbunyi : 
‘‘Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari 
lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, 
yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, 
maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. 
Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana 
berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu 
pidana.’’ 
Pasal 15 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa 
narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dari 
pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan lama pidananya 
yang dijalani sekurang-kurangnya 9 bulan, dapat dikenai 
pembebasan bersyarat. Selain itu juga terdapat masa 
percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama 
masa tersebut. Masa percobaan itu lamanya sama dengan 
sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 
satu tahun. 
Pasal 15a KUHP menyebutkan syarat umum dari 
pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat) yaitu 
terpidana tidak akan melakukan  delik dan perbuatan lain 
yang tidak  baik. Selain itu juga boleh ditambah syarat-
syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja 
tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan 
kemerdekaan berpolitik.  Pelaksanaan terhadap syarat-
syarat tersebut dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 
yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika 
kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. 
Pasal 15b KUHP menyebutkan bahwa apabila 
narapidana yang diberi pelepasan bersyarat selama dalam 
masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar 
syarat-syarat yang tersebut dalam surat pasnya, maka 
pelepasan bersyarat dapat dicabut. Sedangkan di dalam 
pasal 14 ayat (1) sub k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa 
narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 
Pelaksanaan pembebasan bersyarat disertai dengan masa 
percobaan yang lamanya sama dengan pidana yang harus 
dijalankan. 
Menurut Lamintang yang dikutip oleh Mukhamad 
Indra Rohmawan hal 37 tahun 2011, perkataan 
pembebasan sebenarnya adalah “ingeburgerd”. Dan sejak 
tanggal 6 Februari 1999 dengan surat Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-21 Tahun 1999 
tentang Pembukuan Istilah Tim Pengawas 
Pemasyarakatan (TPP), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti 
Menjelang Bebas (CMB), maka istilah Pelepasan 
Bersyarat dibakukan menjadi Pembebasan Bersyarat 
disingkat (PB). Pembebasan Bersyarat  (voorwaardelijke 
invriheidstelling) dapat diberikan kepada narapidana 
yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan 
ketentuan pasal 15 KUHP. 
Menurut Ruba`i (2007), Pembebasan Bersyarat 
adalah narapidana dilepaskan dari Lembaga 
Pemasyarakatan sebelum habis masa pidananya dengan 
kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu yang 
dibebankan kepadanya. 
Menurut Suhardi (2005), Pembebasan Bersyarat 
adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat 
kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 
dua pertiga dari masa pidananya, dimana 2/3 (dua 
pertiga) ini sekurang-kurangnya adalah selama 9 
(sembilan) bulan. Setelah bebas dari Lembaga 
Pemasyarakatan selain dibebani oleh beberapa syarat, 
narapidana juga diberikan tambahan masa percobaan 
selama setahun dan langsung ditambahkan pada sisa 
pidananya. 
Pembebasan Bersyarat adalah pemberian pembebasan 
dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah 
menjalani pidana selama 2/3 (dua pertiga) dari masa 
pidananya, dimana 2/3 (dua pertiga) ini sekurang-
kurangnya adalah selama 9 (sembilan) bulan (Prayuda 
dkk, 2007) 
Sedangkan menurut Bambang Dwi Baskoro yang 
dikutip oleh Mukhamad Indra Rohmawan hal 35 tahun 
2011. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan 
narapidana pada tahap keempat (tahap terakhir), pada 
tingkat terakhir bagi narapidana yang berkelakuan baik, 
sehat jasmani dan rohani, telah menjalani 2/3 (dua 
pertiga) masa pidananya atau sekurang-kurangnya 
mencapai 9 (sembilan) bulan masa pidananya walau 
tanpa adanya permintaan dari narapidana yang 
bersangkutan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat 
adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga 
Pemasyarakatan yang dilaksanakan setelah menjalani 2/3 
(dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan tidak 
kurang dari 9 (sembilan) bulan harus berkelakuan baik 




Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 
Untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya diperlukan 
landasan hukum yang mendukung, antara lain: 
a. Pasal 15, 15a dan b serta pasal 16 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
1) Pasal 15 
a) Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari 
lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 
kepadanya, yang sekurang-kurangnya 
harus 9 bulan, maka ia dapat dikenakan 
Pelepasan Bersyarat. Jika terpidana harus 
menjakani beberapa pidana berturut-turut 
pidana tersebut dianggap sebagai satu 
pidana. 
b) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, 
ditentukan pula suatu masa percobaan serta 
ditetapkan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi selama masa percobaan. 
2) Pasal 15 a 
Pelepasan Bersyarat diberikan dengan syarat 
umum bahwa terpidana tidak akan melakukan 
tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak 
baik. 




3) Pasal 15 b 
Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat 
selama masa percobaan melakukan hal-hal 
yang melanggar syarat tersebut dalam surat 
pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat 
dicabut, jika ada sangkaan keras bahwa 
perbuatan tersebut dilakukan, Menteri 
Kehakiman dapat menghentikan pelepasan 
bersyarat untuk sementara waktu. 
4) Pasal 16 
Ketentuan pelepasan bersyarat ditentukan oleh 
Menteri Kehakiman atas usul dari pengurus 
penjara tempat terpidana. Sebelum 
menentukan harus bertanya terlebih dahulu ke 
pendapat Dewan Rekelasering Pusat, yang 
tugasnya diatur oleh Menteri kehakiman. 
b. Pasal 14 ayat 1 k Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tentang 
Pemasyarakatan, “Narapidana berhak 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat.” 
c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, 
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan, “Tata Cara 
Pemberian Pemberian Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas dan Cuti Bersyarat secara terbuka dan 
obyektif.” 
d. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menyatakan 
“Pembebasan Bersyarat adalah proses 
pembinaan narapidana di luar Lembaga 
Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya 
minimal 9 (sembilan) bulan.” 
e. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 
32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
Bagian ke Delapan. 
Pasal 43 
1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana kecuali 
Anak Sipil berhak mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat 
2) Pembebasan yang sebagaimana diatur dalam 
ayat 1 bagi narapidana atau anak pidana yang 
telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 
2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 
dari masa pidananya tersebut tidak kurang dari 
9 (sembilan) bulan 
3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara 
diberikan setelah menjalani pembinaan 
sekurang-kurangnya 1 tahun 
4) Bagi Narapidana yang melakukan tindak 
pidana terorisme, narkotika, psikotropika, 
korupsi, kejahatan terhadap keamanan dan hak 
asasi manusia berat, dan kejahatan 
transnasional terorganisasi lainnya, diberikan 
pembebasan  bersyarat oleh Menteri apabila 
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a) Telah menjalani masa pidana sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) 
bulan 
b) Berkelakuan baik selama menjalani pidana 
sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan 
terakhir dihitung mulai tanggal 2/3 (dua 
pertiga) masa pidana 
c) Telah mendapatkan pertimbangan dari 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor: M.01-PK. 04.10 Tahun 1999 
Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas. 
1) Pasal 1 
Pembebasan Bersyarat adalah proses 
pembinaan narapidana di luar Lembaga 
Pemasyarakatan yang dilaksanakan 
berdasarkan pasal 15 dan 16 KUHP serta pasal 
14, 22, dan pasal 29 Undang-Undang No. 12 
tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan. 
2) Pasal 10  
a) Asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti 
menjelang bebas tidak diberikan kepada: 
(1) Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan yang kemungkinan 
terancam jiwanya. 
(2) Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan yang diduga akan 
melakukan lagi tindak pidana. 
(3) Narapidana yang sedang menjalani 
pidana panjang seumur hidup. 
b) Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, 
pembebasan bersyarat dan atau cuti 
menjelang bebas, nama yang bersangkutan 
dimasukkan kedalam Daftar Pencegah dan 
Penangkalan Direktorat Jenderal 
Imigrasi.Warga Negara Asing sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri. 
g. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 
Tahun 1992, Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti 
Menjelang Bebas. 
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.01.PK.04-10 Tahun 2007, Tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pasal 
1 ayat 2 menyatakan “Pembebasan 
Bersyarat adalah proses pembinaan 
Narapidana dan Anak Pidana di luar 
Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa 
pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”. 
 
Tujuan Pembebasan Bersyarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 
Tahun 2007. 
Adapun tujuan pemberian Pembebasan Bersyarat 
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a. Sebagai pendidikan bagi terhukum yang diberi 
kesempatan untuk memperbaiki diri 
b. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke 
arah pencapaian tujuan pembinaan 
c. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan 
keterampilan guna mempersiapkan diri hidup 
mandiri di tengah masyarakat setelah bebas 
menjalani pidana 
d. Mendorong masyarakat untuk berperan serta 
secara aktif dalam penyelenggaraan 
pemasyarakatan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 
Tahun 2007 dalam Pasal 11, menerangkan bahwa tata 
cara untuk pemberian Pembebasan Bersyarat adalah : 
a. Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) atau TPP 
Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP 
dan mempelajari laporan perkembangan 
pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, untuk 
mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat 
kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan 
b. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan 
menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan 
selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
HAM setempat, dengan tembusan Kepala Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan 
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
HAM memutuskan untuk menolak atau 
menyetujui usulan Pembebasan Bersyarat, setelah 
mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat 
d. Apabila Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
HAM menolak tentang usulan Pembebasan 
Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 
14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan 
tersebut, memberitahukan penolakan itu beserta 
alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala 
Rutan 
e. Apabila Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
HAM menerima tentang usulan Pembebasan 
Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 
14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan 
tersebut, untuk meneruskan kepada Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan 
f. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
menolak tentang usulan Pembebasan Bersyarat, 
maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari sejak tanggal penetapan, 
memberitahukan penolakan itu beserta alasannya 
kepada Kepala Lapas atau Rutan 
g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
menerima tentang usulan Pembebasan Bersyarat, 
maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
menerbitkan keputusan tentang Pembebasan 
Bersyarat. 
Seorang narapidana yang akan diusulkan untuk 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi 
persyaratan substantif dan administratif. Dan hal itu 
memakan waktu antara 3 
s
/d 6 bulan. 
 
Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat 
Untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, 
narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan 
administratif. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat : 
a. Syarat Umum (Substantif) 
Pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 
Tahun 2007 adalah: 
1) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari 
masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua 
pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 
(sembilan) bulan 
2) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan 
atas pelanggaran penyebab dijatuhi pidana 
3) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti 
dan moral positif 
4) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan 
dengan tekun dan bersemangat 
5) Masyarakat dapat menerima program kegiatan 
pembinaan narapidana dan anak pidana yang 
bersangkutan 
6) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan 
tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 
sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir. 
b. Syarat Khusus (Administratif) 
1) Kutipan putusan hakim (ekstra vonis) 
2) 2) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang 
rencana pemberian Pembebasan Bersyarat 
terhadap narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan yang bersangkutan 
3) 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan 
perkembangan pembinaan narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali 
Pemasyarakatan 
4) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang 
pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani 
masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala 
Rumah Tahanan (Rutan) 
5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa 
pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala 
Lapas atau Kepala Rutan 
6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang 
akan menerima napi dan anak didik 
pemasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi 
pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan 
diketahui oleh pemerintah daerah setempat 
(serendah-rendahnya lurah atau kepala desa). 
Menurut ketentuan pasal 15 (2) KUHP, setiap 
pemberian Pembebasan Bersyarat harus disertai 
penetapan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi selama masa percobaan. Lama masa percobaan 
sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum 
dijalani ditambah satu tahun, demikian ketentuan pasal 
15 (3) KUHP. Sedangkan syarat-syarat yang harus 




dipenuhi selama masa percobaan dapat berupa syarat 
umum yang dapat pula ditambah dengan syarat khusus. 
Syarat umum atau substantif adalah berisi keharusan 
bagi narapidana selama masa percobaan, tidak boleh 
melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela lainnya 
(pasal 15 ayat (1)). Perbuatan tercela tidak hanya dalam 
lingkup perbuatan pidana, artinya pengertiannya lebih 
luas dari tindak pidana, misalnya pergi bersenang-senang 
di tempat pelacuran atau ditempat hiburan malam seperti 
diskotik, atau bergaul dengan para penjahat, para preman 
dan lain sebagainya. Sedangkan syarat khusus atau 
administratif adalah segala ketentuan perihal 
kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak 
berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (pasal 15 
ayat 2). 
Pemberian Pembebasan Bersyarat dapat dicabut, 
Jaksa tempat beradanya narapidana dapat memerintahkan 
untuk mencabut hak tersebut dan dapat ditahan kembali 
dengan alasan untuk kepentingan umum, jika ada 
sangkaan yang beralasan bahwa ia dalam masa percobaan 
telah melanggar syarat dalam surat lepasnya, penahanan 
mana harus diberitahukan pada Menteri kehakiman (pasal 
15 ayat (3)). Hak untuk menahan dengan alasan 
melanggar syarat yang ditetapkan dan demi ketertiban 
umum ini disebut “recht vanaanhouding”. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 11 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik 
Indonesia Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007, Tentang 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang 
Bebas yang berisi pemberian izin Pembebasan Bersyarat 
adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM Republik 
Indonesia atau pejabat yang ditunjuk seperti Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan. Dengan melihat di atas, 
Pembebasan Bersyarat adalah kewenangan Menteri 
Hukum dan HAM Republik Indonesia akan tetapi tidak 
menyampingkan pihak yang terkait yaitu, Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan. Pegawai yang berwenang 
dalam Lembaga Pemasyarakatan bersama Tim Pengamat 
Pemasyarakatan dengan mempelajari keadaan 
narapidana, tingkah laku dan memeriksa persyaratan-
persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 
Setelah itu diserahkan kepada Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan untuk diteliti. 
 
METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu 
bertujuan memberikan gambaran mengenai fakta, data, 
dan informasi tentang proses pelaksanaan Pembebasan 
Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati. 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIB Pati. Waktu yang digunakan selama penelitian 
berlangsung, mulai dari pembuatan proposal sampai pada 
penyusunan laporan penelitian. Adapun populasi dalam 
penelitian  ini adalah narapidana yang diajukan untuk 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati yang berjumlah 
74 orang, sedangkan narapidana yang diusulkan 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat tahun 2011 ada 49 
narapidana dan tahun 2012 ada 51 narapidana. Sampel 
dalam penelitian ini adalah narapidana yang diusulkan 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat diambil secara 
simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) 
karena pengambilan sampel dilakukan secara acak 
sehingga semua subjek dianggap sama. Sampel untuk 
narapidana diambil 20% dari jumlah keseluruhan 
narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat yaitu 20 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pedoman wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan analisa kuantitatif dengan prosentase. 







Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIB Pati 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati dibangun 
pada tahun 1915 merupakan bangunan peninggalan 
pemerintahan Belanda, yang memiliki luas areal tanah 
seluas 11.364,25 m² dan luas bangunan adalah 2.637,2 
m². Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati telah 
mengalami beberapa kali renovasi serta rehabilitasi baik 
pada bangunan pokoknya yaitu bangunan LAPAS 
maupun perumahan pegawai LAPAS itu sendiri. Luas 
bangunan secara keseluruhan pada bangunan pokoknya 
yaitu bangunan LAPASnya adalah seluas 2.637,2 m². 
Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan 
HAM Republik Indonesia Nomor M.01.RK.07.03 Tahun 
1985 tertanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ialah berdiri sendiri 
dan bertanggung jawab langsung secara vertikal kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM 
Republik Indonesia Jawa Tengah di Semarang. Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
pemasyarakatan menampung narapidana dan tahanan, hal 
tersebut disebabkan karena lokasi wilayah dan lamanya 
masa pidana yang harus dijalankan oleh narapidana dan 
beberapa faktor lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIB Pati dikelilingi oleh tembok tebal dengan ketinggian 
kurang lebih 3 (tiga) meter.  
a. Dasar Hukum  
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1647) 
3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun1992 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3474) 
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3614) 
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886) 
6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4358) 
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) 
8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal di lingkungan Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia 
9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia 
10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 
Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia 
11) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 108/1995 tentang 
Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan 
Struktural di lingkungan Departemen 
12) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik 
Indonesia. 
b. Tugas dan Fungsi  
Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Unit 
Pelaksanaan Tehnis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang 
mempunyai tugas pokok membina para pelanggar hukum 
yang dipidana berdasarkan ketetapan dari pengadilan. 
Pelanggar hukum yang telah mendapatkan ketetapan 
hukum dan dipidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut 
narapidana selama menjalani masa pidananya, narapidana 
menjalani proses pembinaan yang disebut proses 
pemasyarakatan. 
Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu maka 
lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk 
melakukan proses pembinaan. Pembinaan yang dilakukan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar supaya 
narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya dan 
kembali berada di tengah-tengah masyarakat mempunyai 
kesadaran hukum dan berperilaku baik untuk tidak 
mengulangi lagi pelanggaran hukum yang pernah 
dilakukan. 
 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Organisasi dan tata kerja di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati terdiri dari beberapa 
rincian, yaitu : 
 
a. Struktur organisasi 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas  IIB Pati ditentukan oleh sistem 
mekanisme kerja yang ada, sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.01.PR.07.03 Tahun 1986 tentang Organisasi Tata 
Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dimana masing-
masing sudah mempunyai tugas dan kewajiban serta 
wewenang yang telah ditentukan. 
b. Tata Kerja  
Tata kerja dari setiap seksi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati terdiri dari: 
1) Sub Bagian Tata Usaha  
a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata 
Usaha 
b) Melakukan urusan umum, surat menyurat, 
perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga 
c) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. 
2) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan 
(KPLP) 
a) Menyusun rencana kerja KPLP 
b) Melakukan pengawasan pengamanan terhadap 
narapidana dan anak didik 
c) Mengkoordinasi pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban LAPAS. 
d) Melakukan penerimaan, penempatan, pengeluaran 
tahanan dan narapidana 
e) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan 
dan ketertiban 
f) Menyusun laporan harian dari Berita Acara 
Pelaksanaan Pengamanan. 
3) Seksi Latihan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan 
Kerja  
a) Menyusun program pembinaan kepada narapidana 
b) Melakukan pengawasan melekat kepada 
narapidana 
c) Menentukan program pembinaan melalui sidang 
TPP dan membantu jalannya persidangan 
d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan 
dengan pihak-pihak terkait dan instansi 
pemerintah dan swasta 
e) Menyusun rencana kerja di bidang kegiatan kerja 
bagi narapidana 
f) Melaksanakan latihan kerja serta mengelola hasil 
kerja narapidana sesuai prosedur yang berlaku. 
4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib  
a) Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi 
Keamanan dan Tata Tertib 
b) Melakukan pengawasan melekat 




c) Menerima laporan harian dari Berita Acara Satuan 
Pengamanan 
d) Menegakkan tata tertib 
e) Mengatur jadwal tugas pengamanan dan 
penggunaan perlengkapan. 
 
Kondisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIB Pati Tahun 2011 
Pada bulan Januari jumlah narapidana 197 orang. 
Sedangkan yang diajukan untuk memperoleh bebas 
bersyarat ada 12 orang. Jumlah yang berhasil bebas 
bersyarat ada 12 orang juga. Dan yang tidak berhasil 
bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Januari jumlah 
narapidananya ada 185 orang karena dari jumlah 197 
orang yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 12 
orang. 
Pada bulan Februari jumlah narapidana 195 orang. 
Berarti adanya penambahan 10 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya pelaku tindak pidana yang masuk di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan dari pada yang keluar. Untuk 
bulan Februari yang diajukan bebas bersyarat ada 3 orang 
dan yang berhasil bebas bersyarat juga 3 orang. 
Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 (nol). 
Maka untuk bulan Februari jumlah narapidananya 
menjadi 192 orang karena yang berhasil mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat ada 3 orang. 
Pada bulan Maret jumlah narapidana 215 orang. 
Berarti adanya penambahan 23 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya narapidana yang dipindahkan maupun pelaku 
tindak pidana yang masuk dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Untuk bulan Maret yang diajukan bebas 
bersyarat ada 4 orang dan yang berhasil bebas bersyarat 
juga 4 orang. Sedangkan yang tidak berhasil bebas 
bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Maret jumlah 
narapidananya menjadi 211 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 4 orang. 
Pada bulan April jumlah narapidana 221 orang. 
Berarti adanya penambahan 10 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya pelaku tindak pidana yang masuk dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Untuk bulan April yang 
diajukan bebas bersyarat ada 1 orang dan yang berhasil 
bebas bersyarat juga 1 orang. Sedangkan yang tidak 
berhasil bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan April 
jumlah narapidananya menjadi 220 orang karena yang 
berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat hanya 1 
orang. 
Pada bulan Mei jumlah narapidana 213 orang. Berarti 
adanya pengurangan 7 narapidana yang keluar dari 
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan adanya 
narapidana yang sudah habis masa hukumannya di 
Lembaga Pemasyarakatan. Untuk bulan Mei yang 
diajukan bebas bersyarat ada 3 orang dan yang berhasil 
bebas bersyarat juga 3 orang. Sedangkan yang tidak 
berhasil bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Mei 
jumlah narapidananya menjadi 210 orang karena yang 
berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 3 
orang. 
Pada bulan Juni jumlah narapidana 210 orang. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya narapidana yang masuk 
maupun yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. 
Untuk bulan Juni yang diajukan bebas bersyarat ada 4 
orang dan yang berhasil bebas bersyarat 3 orang. 
Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat ada 1 
orang dikarenakan tidak terpenuhinya syarat 
administratif. Maka untuk bulan Juni jumlah 
narapidananya menjadi 207 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat hanya 4 orang. 
Pada bulan Juli jumlah narapidana 228 orang. Berarti 
adanya penambahan 21 narapidana yang masuk di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan adanya 
narapidana yang dipindahkan ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati. Selain itu juga banyaknya 
pelaku tindak pidana yang masuk dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Untuk bulan Juli yang diajukan bebas 
bersyarat tidak ada, dikarenakan tidak adanya narapidana 
yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat. 
Pada bulan Agustus jumlah narapidana 235 orang. 
Berarti adanya penambahan 7 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya pelaku tindak pidana yang masuk di Lembaga 
Pemasyarakatan. Untuk bulan Agustus yang diajukan 
bebas bersyarat ada 3 orang dan yang berhasil bebas 
bersyarat juga 3 orang. Sedangkan yang tidak berhasil 
bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Agustus 
jumlah narapidananya menjadi 232 orang karena yang 
berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 3 
orang. 
Pada bulan September jumlah narapidana 220 orang. 
Berarti adanya pengurangan 12 narapidana dari Lembaga 
Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan banyaknya 
narapidana yang dipindahkan ke Lembaga 
Pemasyarakatan lain atau habisnya masa hukuman 
narapidana. Untuk bulan September yang diajukan bebas 
bersyarat ada 4 orang dan yang berhasil bebas bersyarat 
ada 3 orang. Sedangkan yang tidak berhasil bebas 
bersyarat hanya 1 orang. Maka untuk bulan September 
jumlah narapidananya menjadi 217 orang karena yang 
berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 3 
orang. 
Pada bulan Oktober jumlah narapidana 218 orang. 
Berarti adanya penambahan 1 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
adanya penerimaan pemindahan narapidana dari Rumah 
Tahanan lain yang di bawah wilayah karesidenan Pati. 
Untuk bulan Oktober yang diajukan bebas bersyarat ada 
6 orang dan yang berhasil bebas bersyarat juga 6 orang. 
Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 (nol). 
Maka untuk bulan Oktober jumlah narapidananya 
menjadi 212 orang karena yang berhasil mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat ada 6 orang. 
Pada bulan November jumlah narapidana 227 orang. 
Berarti adanya penambahan 15 narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku 
tindak pidana yang masuk dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Untuk bulan November yang diajukan 
bebas bersyarat ada 8 orang dan yang berhasil bebas 
bersyarat ada 7 orang. Sedangkan yang tidak berhasil 
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bebas bersyarat hanya 1 orang. Maka untuk bulan 
November jumlah narapidananya menjadi 219 orang 
karena yang berhasil mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat ada 7 orang. 
Pada bulan Desember jumlah narapidana 235 orang. 
Berarti adanya penambahan 15 narapidana dari Lembaga 
Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku 
tindak pidana yang masuk dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Untuk bulan Desember yang diajukan 
bebas bersyarat ada 1 orang dan yang berhasil bebas 
bersyarat ada 1 orang juga. Sedangkan yang tidak 
berhasil bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan 
Desember jumlah narapidananya menjadi 234 orang 
karena yang berhasil mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat ada 1 orang. 
 
Kondisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIB Pati Tahun 2012 
Pada bulan Januari jumlah narapidana 336 orang. 
Sedangkan yang diajukan untuk memperoleh bebas 
bersyarat ada 6 orang. Jumlah yang berhasil bebas 
bersyarat ada 6 orang. Dan yang tidak berhasil bebas 
bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Januari jumlah 
narapidananya ada 330 orang karena yang mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat ada 6 orang. 
Pada bulan Februari jumlah narapidana 363 orang. 
Berarti adanya penambahan 33 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya pelaku tindak pidana yang masuk di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan dari pada yang keluar. Untuk 
bulan Februari yang diajukan bebas bersyarat ada 3 orang 
dan yang berhasil bebas bersyarat juga 3 orang. 
Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 (nol). 
Maka untuk bulan Februari jumlah narapidananya 
menjadi 360 orang karena yang berhasil mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat ada 3 orang. 
Pada bulan Maret jumlah narapidana 372 orang. 
Berarti adanya penambahan 12 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya pelaku tindak pidana dan adanya penerimaan 
narapidana dari Rumah Tahanan yang berada di wilayah 
karesidenan Pati. Untuk bulan Februari yang diajukan 
bebas bersyarat ada 3 orang dan yang berhasil bebas 
bersyarat juga 3 orang. Sedangkan yang tidak berhasil 
bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Februari 
jumlah narapidananya menjadi 369 orang karena yang 
berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 3 
orang. 
Pada bulan April jumlah narapidana 366 orang. 
Berarti adanya pengurangan 3 narapidana yang keluar di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
adanya narapidana yang sudah habis masa hukumannya 
sehingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 
Pati. Untuk bulan April yang diajukan bebas bersyarat 
tidak ada, dikarenakan tidak adanya narapidana yang 
memenuhi syarat-syarat substantif maupun administratif. 
Pada bulan Mei jumlah narapidana 357 orang. Berarti 
adanya pengurangan 9 narapidana yang keluar di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan adanya 
narapidana yang sudah habis masa hukumannya sehingga 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati. 
Untuk bulan Mei yang diajukan bebas bersyarat ada 5 
orang dan yang berhasil bebas bersyarat 5 orang. 
Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 (nol). 
Maka untuk bulan Mei jumlah narapidananya menjadi 
352 orang karena yang berhasil mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat ada 5 orang. 
Pada bulan Juni jumlah narapidana 360 orang. Berarti 
adanya penambahan 8 narapidana yang masuk di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan adanya 
banyaknya pelaku kejahatan sehingga masuk dalam 
Lembaga Pemasyrakatan . Untuk bulan Juni yang 
diajukan bebas bersyarat ada 4 orang dan yang berhasil 
bebas bersyarat 4 orang. Sedangkan yang tidak berhasil 
bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Mei jumlah 
narapidananya menjadi 354 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 4 orang. 
Pada bulan Juli jumlah narapidana 362 orang. Berarti 
adanya penambahan 8 narapidana yang masuk di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan adanya 
banyaknya pelaku tindak pidana sehingga masuk dalam 
Lembaga Pemasyrakatan . Untuk bulan Juni yang 
diajukan bebas bersyarat ada 7  orang dan yang berhasil 
bebas bersyarat 7 orang. Sedangkan yang tidak berhasil 
bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Mei jumlah 
narapidananya menjadi 355 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 7 orang. 
Pada bulan Agustus jumlah narapidana 346 orang. 
Berarti adanya penambahan 9 narapidana yang masuk di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
adanya banyaknya pelaku kejahatan sehingga masuk 
dalam Lembaga Pemasyrakatan . Untuk bulan Agustus 
yang diajukan bebas bersyarat ada 7 orang dan yang 
berhasil bebas bersyarat 7 orang. Sedangkan yang tidak 
berhasil bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan Mei 
jumlah narapidananya menjadi 339 orang karena yang 
berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 7 
orang. 
Pada bulan September jumlah narapidana 336 orang. 
Berarti adanya pengurangan 3 narapidana yang keluar di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
adanya narapidana yang sudah habis masa hukumannya 
sehingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 
Pati. Untuk bulan September yang diajukan bebas 
bersyarat ada 2 orang dan yang berhasil bebas bersyarat 2 
orang. Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 
(nol). Maka untuk bulan September jumlah 
narapidananya menjadi 334 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 2 orang. 
Pada bulan Oktober jumlah narapidana 333 orang. 
Berarti adanya pengurangan 1 narapidana yang keluar di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
adanya narapidana yang sudah habis masa hukumannya 
sehingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 
Pati. Untuk bulan September yang diajukan bebas 
bersyarat ada 4 orang dan yang berhasil bebas bersyarat 4 
orang. Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 
(nol). Maka untuk bulan September jumlah 
narapidananya menjadi 330 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 4 orang. 
Pada bulan November jumlah narapidana 335 orang. 
Berarti adanya penambahan 5 narapidana yang masuk di 




dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
banyaknya pelaku tindak pidana. Untuk bulan September 
yang diajukan bebas bersyarat ada 6 orang dan yang 
berhasil bebas bersyarat 6 orang. Sedangkan yang tidak 
berhasil bebas bersyarat 0 (nol). Maka untuk bulan 
September jumlah narapidananya menjadi 329 orang 
karena yang berhasil mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat ada 6 orang. 
Pada bulan Desember jumlah narapidana 324 orang. 
Berarti adanya pengurangan 5 narapidana yang keluar di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan 
adanya narapidana yang sudah habis masa hukumannya 
sehingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 
Pati. Untuk bulan Desember yang diajukan bebas 
bersyarat ada 4 orang dan yang berhasil bebas bersyarat 4 
orang. Sedangkan yang tidak berhasil bebas bersyarat 0 
(nol). Maka untuk bulan September jumlah 
narapidananya menjadi 320 orang karena yang berhasil 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat ada 4 orang. 
 
PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga 
Pemasyarakatan diawali dengan petugas di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati rajin mengidentifikasi para 
narapidana yang sudah mendekati masa pidana 3 
s
/d 4 
bulan dari 2/3 masa pidana baru diajukan Pembebasan 
Bersyarat. 
Adapun tahap-tahap dalam pengajuan Pembebasan 
Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati 
adalah sebagai berikut : 
1) Menyiapkan kelengkapan substansi dan administrasi. 
Adapun kelengkapan substansi sebagai contoh yaitu : 
a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. 
b. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 
sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) 
bulan terakhir. 
Selain itu juga ada kelengkapan administrasi sebagai 
contoh yaitu : 
a. Adanya jaminan dari keluarga yang diusulkan 
mendapatkan Pembebasan Bersyarat. 
Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan 
kelengkapan substansi dan administrasi yakni 1-14 hari. 
Jika kelengkapan substansi dan administrasi terpenuhi 
maka dijadikan satu berkas yang dapat dilihat di 
lampiran. 
2) Pengajuan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 
(TPP). Yang harus dilaksanakan dalam pengajuan 
sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) antara 
lain : 
a. a. Penyusunan materi sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP). Adapun penyusunan 
materi bisa 20 materi sidang. Berikut contoh 
materi sidang : 
 Penetapan pembinaan awal Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) 
 Penempatan kerja Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) 
 Evaluasi kerja 
 Usulan integrasi yakni Asimilasi, Cuti 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan 
Bersyarat. Waktu yang dibutuhkan dalam 
penyusunan yakni 1-7 hari. 
b. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP). Dalam pelaksanaan 
sidang dilaksanakan sebulan dua kali. Waktu 
yang dibutuhkan yakni 1 – 3 hari. 
c. Pembuatan hasil sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP) (APC.02) yang 
ditandatangani oleh Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan. Waktu yang dibutuhkan yakni 
1-3 hari. Contoh dapat dilihat di lampiran. 
3) Penyusunan dan pengiriman berkas usulan 
Pembebasan Bersyarat. Yang harus dilaksanakan 
dalam pengajuan sidang antara lain : 
a. Pemberkasan administrasi bagi narapidana yang 
akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Isi dari 
pemberkasan administrasi tersebut antara lain : 
a) Keterangan tidak ada perkara lain 
b) b) Laporan Litmas untuk Pembebasan Bersyarat 
dari Pembimbing Kemasyarakatan 
c) Daftar Salinan Register “F” 
d) Daftar Perubahan 
e) Surat Pernyataan (Jaminan) Keluarga. 
Waktu yang dibutuhkan pemberkasan administrasi yakni 
1-4 hari. Contoh dapat dilihat di lampiran. 
b. Pengiriman berkas narapidana yang diusulkan ke 
kantor wilayah. Pengiriman dilakukan melalui 
kantor pos. Waktu yang dibutuhkan pengiriman 
berkas yakni 1-2 hari 
c. Menunggu proses Pembebasan Bersyarat dari 
Kantor Wilayah. Waktu yang dibutuhkan yakni 2-
4 hari 
d. Pengiriman berkas Pembebasan Bersyarat dari 
Kantor Wilayah ke Dirjen PAS. Waktu yang 
dibutuhkan 2-5 hari 
e. Menunggu proses Pembebasan Bersyarat dari 
Dirjen PAS. Secara teknis petugas Lembaga 
Pemasyarakatan tidak mengetahui pelaksanaan 
penyetujuan atau penolakan usulan Pembebasan 
Bersyarat. Waktu yang dibutuhkan yakni 7-30 
hari. 
4) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yakni antara lain : 
a. Penerimaan Surat Keputusan Pembebasan 
Bersyarat dari Dirjen PAS. Lembaga 
Pemasyarakatan menerima surat dari kantor pos 
mengenai SK Pembebasan Bersyarat 
b. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dengan 
dibuatkan surat pelaksanaan Pembebasan 
Bersyarat. Waktu yang dibutuhkan dalam 
pembuatan surat yakni 1-3 hari. Contoh dapat 
dilihat di lampiran 
c. Penyerahan klien/narapidana yang mendapatkan 
Pembebasan Bersyarat ke Kejaksaan Negeri 
d. Penyerahan klien/narapidana ke Balai 
Pemasyarakatan 
e. Narapidana yang bersangkutan melaksanakan 
Pembebasan Bersyarat. 
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Pati dilaksanakan dalam kurun 
waktu tidak lebih dari 4 bulan. Hal ini lebih singkat 
dengan yang diatur dalam Permen Kehakiman RI Nomor 
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M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas yang 
memberi jangka waktu 6 bulan. Waktu yang lebih singkat 
ini terjadi karena petugas di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIB Pati rajin untuk mengidentifikasi para 
narapidana dan selalu mengkomunikasikannya dengan 
para narapidana. Adapun keberhasilan Pembebasan 
Bersyarat dapat dirinci pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Tahun 2011  
Yakni jumlah narapidana yang diajukan ada 49 orang, 
sedangkan yang berhasil mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat ada 46 orang. Hal ini dikarenakan sebagai 
berikut: 
a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan mulai 
mengidentifikasi sekitar 3 
s
/d  4 bulan 
narapidana yang mendekati 2/3 pidananya 
sebelum diajukan Pembebasan Bersyarat 
b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan rajin 
mengkomunikasikan dengan narapidana tentang 
pengajuan Pembebasan Bersyaratnya 
c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan membimbing 
narapidana dalam menyusun syarat-syarat 
pengajuan Pembebasan Bersyarat 
d. Proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 
berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PK.04.10 
Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. 
Dan yang tidak berhasil mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat ada 3 orang. Hal ini dikarenakan tidak 
mendapat jaminan dari keluarga, dalam hal menerima 
kembali ex narapidana. Meskipun adanya kendala namun 
hal tersebut tidak menjadikan hambatan yang berarti. 
2. Tahun 2012 
Yakni jumlah narapidana yang diajukan ada 51 orang, 
sedangkan yang berhasil mendapatkan Pembebasan 
Bersyarat 51 orang, artinya semuanya berhasil. Hal 
ini dikarenakan: 
a) Petugas Lembaga Pemasyarakatan mulai 
mengidentifikasi sekitar 3 
s
/d  4 bulan narapidana 
yang mendekati 2/3 pidananya sebelum diajukan 
Pembebasan Bersyarat 
b) Petugas Lembaga Pemasyarakatan rajin 
mengkomunikasikan dengan narapidana tentang 
pengajuan Pembebasan Bersyaratnya 
c) Petugas Lembaga Pemasyarakatan membimbing 
narapidana dalam menyusun syarat-syarat 
pengajuan Pembebasan Bersyarat 
d) Proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 
berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PK.04.10 
Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan 




Berdasarkan analisa hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan maka kesimpulan yang dapat diambil pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang ada di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati sudah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 
M.01- PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. 
2. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga 
Pemasyarakatan ternyata ada kendala, diantaranya 
adalah : 
a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat 
terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup 
lama untuk sampai mendapatkan keputusan 
diterima atau ditolak pengusulan tersebut 
b. Pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak 
bersedia menjadi penjamin atau pun pihak 
keluarga dari narapidana tidak diketahui 
keberadaannya 
c. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
sangat lama karena merupakan pemusatan dari 
seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan 
di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati 
disarankan untuk mempertahankan kinerjanya. 
2. Perlu adanya pendekatan kepada pihak keluarga 
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